
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 342
P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 86 T ahun  2017 
ten ta n g T a ta  C ara Perencanaan , Pengendalian d an  Evaluasi 
Pem bangunan  D aerah, T ata C ara Evaluasi R ancangan 
P era tu ran  D aerah T entang R encana P em bangunan  Ja n g k a  
Panjang D aerah dan  R encana P em bangunan  Ja n g k a  
M enengah D aerah, Serta  Tata C ara P erubahan  R encana 
P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah, R encana
P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah, dan  R encana 
Kerja Pem erintah D aerah, m aka d ipandang  perlu d ilakukan  

p e ru b ah an  a ta s  P era tu ran  D aerah  Provinsi K alim antan 
T im ur Nomor 2 T ahun  2019 ten tan g  R encana 

P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah Provinsi
K alim antan Tim ur T ahun  2019-2023;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  
dalam  h u ru f  a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  D aerah 
ten tan g  P erubahan  Atas P era tu ran  D aerah Provinsi 
K alim antan Tim ur Nomor 2 T ahun  2019 ten tang  R encana 
P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah Provinsi

K alim antan Tim ur T ahun  2019-2023;

M engingat : 1. Pasal 18 ayat (6), U ndang-U ndang D asar Negara Republik
In d o n e s ia  T a h u n  1945;
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2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tan g  

Pem ben tukan  D aerah-D aerah  O tonom  Provinsi K alim antan 
B arat, K alim antan S elatan  d an  K alim antan Tim ur 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1956 Nomor 
65, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1106) sebagaim ana telah d iubah  dengan U ndang-U ndang 
D aru ra t Nomor 10 T ahun  1957 ten tan g  Pem ben tukan  
D aerah S w atan tra  Provinsi K alim antan  Tengah dan  
P engubahan  U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1957 Nomor 
53, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 
1284);

3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun  2004 ten tan g  
P erbendaharaan  Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 5, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

4. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  Pem bangunan  Nasional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  
L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

5. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2007 ten tan g  R encana 
Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang Nasional T ahun  2005-2025 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 
33, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4700);

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana  telah  
d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir dengan  U ndang-U ndang 
Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta Kerja (Lem baran 
Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, 
T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6573);

7. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 T ahun  2016 ten tan g  
Perangkat D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  
T ahun  2016 Nomor 114, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5887);

8. P e ra tu ran  Presiden Nomor 18 T ahun  2020 ten tan g  R encana 
Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah Nasional T ahun  2020- 
2024 (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 
Nomor 10);

9. P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 90 T ahun  2019 
ten tan g  Klasifikasi, Kodefikasi, d an  N om enklatur 
P erencanaan  Pem bangunan  d an  K euangan D aerah;
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10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pem erintah  D aerah  a d a lah  G u b em u r  seb aga i u n su r  p en yelen ggara  

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi 
Kalimantan Timur.
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur.

4. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan 
Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 
2005-2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan 
Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2023.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur 
untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 
(lima) tahun.

10. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 
1 (satu) tahun.

11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi 
Kalimantan Timur.

12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terns 
menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk 
mewujudkan visi Daerah.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam waktu 5 (lima) tahunan.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan 
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 
sasaran dari waktu ke waktu.

18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau 
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
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19. B adan P erencanaan  P em bangunan  D aerah Provinsi K alim antan Tim ur 
yang se lan ju tnya  d isebu t B appeda ad a lah  Perangkat D aerah yang 
m elaksanakan  tu g as d an  m engoodinasikan p en yusunan , 
pengendalian , d an  evaluasi p e lak san aan  ren can a  pem bangunan  
D aerah.

2. K eten tuan  Pasal 4 d iubah , sehingga berbunyi sebagai b e r ik u t :

Pasal 4

(1) RPJMD ini d isu su n  dengan sistem atika  terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN 

PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
BAB IX : PENUTUP

(2) D okum en RPJMD sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) sebagaim ana 
te rcan tu m  dalam  Lam piran dan  m erupakan  bagian tidak  terp isahkan  
dari P era tu ran  D aerah ini.

3. K eten tuan  Pasal 5 d iubah , sehingga berbunyi sebagai b e r ik u t :

Pasal 5

P erubahan  RPJMD berfungsi sebagai :
a. pedom an bagi PD dalam  m enyusun  p e ru b ah an  R enstra  PD;
b. b a h an  p en y u su n an  d an  penyesuaian  RPJMD K abupaten /K o ta  dengan 

m em perhatikan  tu g as dan  fungsi k a b u p a te n /k o ta  dalam  m encapai 
sa sa ra n  yang te rm u a t dalam  p e ru b a h a n  RPJMD;

c. pedom an bagi Pem erin tah  D aerah dalam  m enyusun  RKPD; dan
d. a cu a n  d a sa r  dalam  pengendalian  d an  evaluasi p e lak san aan  

penyelenggaraan pem erin tah  daerah .

4. K eten tuan  Pasal 6 d iubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Indikator m akro pem bangunan  D aerah m erupakan  u k u ran  
keberhasilan  pem bangunan  paling u tam a  dari RPJMD Provinsi 
K alim antan Tim ur T ahun  2019-2023 yang h a ru s  dicapai pad a  T ahun  
2023.

(2) Indikator m akro pem bangunan  Provinsi K alim antan Tim ur 
sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) adalah:
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a. Indeks pem bangunan  m an u sia  pada  tingkat 77,75 (tu juh  pu luh  
tu ju h  kom a tu ju h  p u lu h  lima);

b. T ingkat kem iskinan  sebesar 5,90%  (lima kom a Sem bilan pu luh  
persen);

c. T ingkat pengangguran  te rb u k a  sebesar 6,50%  (enam  kom a lima 
p u lu h  persen);

d. Laju p e rtu m b u h an  ekonom i sebesar 3,5±1% (tiga kom a lim a 
k u ran g  lebih sa tu  persen);

e. PDRB per kap ita  sebesar Rp. 175.000,00 (sera tus tu ju h  p u lu h  lima 
ju ta  rupiah);

f. LPE non m igas dan  b a tu b a ra  sebesar 2,50%  (dua kom a lima 
p u lu h  persen);

g. Nilai tu k a r  petan i sebesar 120,00 (seratus d u a  p u luh  kom a nol 
nol);

h. Indeks gini pada  angka 0,308 (nol kom a tiga ra tu s  delapan);
i. Indeks k u a litas  lingkungan h idup  (IKLH) sebesar 76,15 (tu juh 

p u lu h  enam  kom a lim a belas); dan
j. Indeks reform asi b irokrasi pada  posisi B (72,00) (tu juh  p u lu h  d u a  

kom a nol nol).

(3) Indikator m akro pem bangunan  daerah  sebagaim ana d im aksud  pada
ayat (2) m enjadi acu an  bagi Kabu pa ten /K o ta  dalam  m enyusun
dokum en ren can a  pem bangunan .

5. K eten tuan  Pasal 7 d iubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat D aerah  m elaksanakan  program  dalam  p e ru b a h a n  RPJMD 
yang  d ijabarkan  dalam  p e ru b a h a n  R enstra  PD.

(2) K abupaten /K o ta  m elaksanakan  program  dalam  p e ru b a h a n  RPJMD 
yang d ijabarkan  dalam  RPJMD K abupaten /K o ta

6. K eten tuan  Pasal 8 d iubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

D alam  m enyusun  p e ru b a h a n  R enstra  PD d an  RPJMD K abupaten /K o ta  
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 7, Perangkat D aerah  dan  
K abupaten /K o ta  m elakukan  konsu ltas i d an  koordinasi dengan  Bappeda.

7. K eten tuan  Pasal 9 d iubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) B appeda m elakukan  p e n g e n d a lia n  d a n  evaluasi te rhadap  
p e laksanaan  p e ru b ah an  RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) d ilak san ak an  
secara  berkala.
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(3) E valuasi sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t  (1) d ilak san ak an  tiap 
ta h u n  d an  ta h u n  te rak h ir p e lak san aan  p e ru b ah an  RPJMD.

Pasal II

P era tu ran  D aerah ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
D aerah ini dengan penem patannya  dalam  Lem baran D aerah Provinsi 
K alim antan Timur.

D iundangkan  di S am arinda  
pada  tanggal 27 D esem ber 2021

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SABANI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8. 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8-248/2021).

S ahnan  sesua i dengan aslinya
DAERAH PROV. KALTIM

D itetapkan  di S am arinda  
pada  tanggal 27 D esem ber 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

ft f 
': ; . r r  /

KEPALA BIRO HUKUM,

3 RQZANI ERAWADI 
. 197101241997031007


